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KH. Abdul Wahab Chasbullah berperan besar dalam organisasi Nahdlatul

Ulama. Selain menjadi pelopor dalam berdirinya organisasi Nahdlatul Nahdlatul

Ulama, KH. Abdul Wahab Chasbullah tidak pernah absen dalam mengawal

perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama dan memperjuangkannya di kancah

nasional. KH. Abdul Wahab Chasbullah tidak begitu dikenal jika dibandingkan

dengan tokoh-tokoh politik NU yang lain seperti Gus Dur maupun KH. Idham

Chalid. Padahal, tampilnya NU dalam panggung politik tidak terlepas dari peran

KH. Abdul Wahab Chasbullah. KH. Abdul Wahab Chasbullah merupakan tokoh

yang mempelopori NU menjadi partai politik tahun 1952. Akan tetapi, nama KH.

Abdul Wahab Chasbullah sebagai tokoh sentral yang meletakkan dasar-dasar

politik dalam Nahdlatul Ulama tidak banyak disebut dalam buku-buku sejarah

nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji latar belakang KH. Abdul

Wahab Chasbullah menjadikan Nahdatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952;

(2) mengkaji usaha-usaha yang dilakukan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam

menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952; (3) mengkaji

perjuangan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama

tahun 1952-1971.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik. Pendekatan ini

digunakan sebagai cara pandang untuk melihat pengaruh sosio politik dalam

menentukan pengambilan keputusan seorang pelaku. Pendekatan ini diharapkan

dapat menguraikan bentuk-bentuk peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam

partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971. Selain menggunakan

pendekatan, penelitian ini membutuhkan teori untuk memberikan jawaban dan

memperjelas dalam membahas permasalahan. Teori yang mendukung penelitian
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ini adalah role theory (teori peran). Teori ini digunakan untuk menganalisis

peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai Nahdlatul Ulama tahun

1952-1971. Sebagai pemimpin NU yang saat itu menjabat sebagai Rais Am atau

Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama, KH. Abdul Wahab Chasbullah

menggunakan statusnya tersebut untuk mengambil peran dalam menentukan

kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan dalam berpolitik. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Tahapan yang digunakan

dalam penelitian sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik;

(3) interpretasi dan; (4) historiografi. Sumber penelitian ini terdiri dari sumber

primer dan skunder. Peneliti juga mengumpulkan sumber primer berupa arsip atau

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peristiwa yang akan dikaji.

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka penulis menemukan

jawaban melalui fakta-fakta yang ada bahwa ditemukan beberapa hal yang

menyebabkan K.H. Abdul Wahab Chasbullah menjadikan NU sebagai partai

politik. Selain adanya kesempatan yang dibuka oleh pemerintah kepada

masyarakat untuk membentuk sebuah partai politik, alasan yang paling utama

ialah kekecewaan K.H. Abdul Wahab Chasbullah ketika NU menjadi bagian dari

partai Masyumi. Masyumi memiliki struktur keanggotaan yang bersifat dualisme

sehingga hal tersebut menyebabkan ketidak-adilan dalam perbandingan suara

antar anggota Masyumi. K.H. Abdul Wahab Chasbullah sebagai pemimpin NU

merasa aspirasinya tidak diperhatikan dalam Masyumi. Apalagi peranannya

sebagai Ketua Majelis Syuro dalam Partai Masyumi mulai dibatasi. Ketika partai

Masyumi tidak bisa lagi memberikan jalan kepada NU untuk menyalurkan

aspirasinya, maka KH. Abdul Wahab Chasbullah segera mengondisikan

organisasi internal NU untuk menyusun strategi. Berbagai usaha dilakukan K.H.

Abdul Wahab Chasbullah dalam menjadikan NU partai politik. K.H. Abdul

Wahab Chasbullah benar-benar mengawal secara teknis proses penarikan diri NU

dari Masyumi. Hingga akhirnya NU secara resmi keluar dari Masyumi dan

mendirikan partai sendiri.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

KH. Abdul Wahab Chasbullah berperan besar dalam organisasi Nahdlatul

Ulama (penulisan lebih lanjut disingkat NU). KH. Abdul Wahab Chasbullah

merupakan ulama yang pertama kali menggagas berdirinya Nahdlatul Ulama

(Zuhri, 2010:25). Selain menjadi pelopor dalam berdirinya organisasi Nahdlatul

Nahdlatul Ulama, KH. Abdul Wahab Chasbullah tidak pernah absen dalam

mengawal perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama dan memperjuangkannya di

kancah nasional. Menurut KH. Saifuddin Zuhri, KH. Abdul Wahab Chasbullah

tidak bisa dipisahkan dengan Nahdlatul Ulama (2010:34). KH. Abdul Wahab

Chasbullah merupakan NU dalam praktik.  Mempelajari NU identik dengan

mempelajari KH. Abdul Wahab Chasbullah. Meskipun banyak tokoh  besar dalam

NU, tetapi peran KH. Abdul Wahab Chasbullah paling menonjol. Sejak wafatnya

KH. Hasyim Asy’ari tahun 1947, kendali NU dipegang oleh KH. Abdul Wahab

Chasbullah hingga tahun 1971. Akan tetapi, nama KH. Abdul Wahab Chasbullah

tidak begitu dikenal.

KH. Abdul Wahab Chasbullah tidak begitu dikenal jika dibandingkan

dengan tokoh-tokoh politik NU yang lain seperti Gus Dur maupun KH. Idham

Chalid. Padahal, tampilnya NU dalam panggung politik tidak terlepas dari peran

KH. Abdul Wahab Chasbullah. KH. Abdul Wahab Chasbullah merupakan tokoh

yang mempelopori NU menjadi partai politik tahun 1952. Dari KH. Abdul Wahab

Chasbullah akhirnya dapat diketahui bahwa anggapan tentang kiai tidak mampu

berpolitik itu keliru. Kiai sering diidentikkan sebagai sosok yang hanya mengajar

dan mengurus santrinya dan memberikan ceramah persoalan keagamaan kepada

masyarakat (Rifai, 2014:10). Namun, KH. Abdul Wahab Chasbullah memiliki

pemikiran yang berbeda dengan Ulama dari kalangan tradisionalis lainnya. Ketika

kebanyakan Kiai memilih untuk membangun pesantren di desa usai menuntut

ilmu, KH. Abdul Wahab Chasbullah justru bergabung dengan para tokoh

pergerakan nasional di Surabaya pada tahun 1916 (Rifai, 2014:28; Supriyadi,

2015:78).
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KH.Wahab Chasbullah akhirnya mengenali beberapa tokoh terkemuka dan

pemimpin politik saat itu, seperti H. Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, Hendrik

Sneevliet, Alimin, Muso, Abikusno Tjokrosujono, dan Soekarno muda yang

indekos di rumah H.O.S. Cokroaminoto (Rifai, 2014:75;Supriyadi,2015:81).

Terbukalah watak nasional dan kemajuan berpikir KH. Abdul Wahab Chasbullah

yang waktu itu bergaul dengan para tokoh pergerakan, baik dari kalangan Islam,

nasionalis, maupun kalangan kiri.

Amirul Ulum (2015:46) mengatakan, KH. Abdul Wahab Chasbullah

banyak aktif dan menginovasi sebuah gerakan atau organisasi. Sejalan dengan hal

tersebut, Rifai menjelaskan bahwa sebagai pejuang dan pemikir, KH. Abdul

Wahab Chasbullah memiliki kecenderungan pragmatis, konstektual, dan terbuka

(Rifai, 2014:48).  Kecenderungan ini menjadikan sosoknya sebagai Kiai politik

pertama yang memberikan suri tauladan dan secara tidak langsung sebagai peletak

dasar cara berpolitik orang NU yang sering disalahpahami sebagai oportunis.

KH. Abdul Wahab Chasbullah memaklumi bahwa NU tidak lahir di

tengah-tengah kemegahan orang-orang yang sedang berkuasa dan berkecamuknya

konflik politik. NU lahir di tengah-tengah kebangkitan aspirasi pesantren, jauh

dari penguasa dan pemimpin politik (Zuhri, 2010:25). Oleh sebab itu,

kelahirannya tidak menggetarkan kaum pergerakan serta politisi, tidak pula

menggerakkan minat penulis sejarah untuk mencatatnya sebagai kejadian penting,

tetapi mengapa tahun 1955 NU kemudian menjadi partai politik yang besar di

Indonesia.

Jika dilihat dari tujuan berdirinya maupun sepak terjangnya pada masa

perintisan, NU sama sekali tidak mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan

politik. Barangkali anggota NU pun tidak pernah membayangkan organisasinya

akan berubah menjadi sebuah partai politik. Namun, dalam perkembangannya,

organisasi ini secara resmi telah terjun dalam perpolitikan di Indonesia selama

tahun 1952-1971 (Anam, 2010:251). Tentu hal ini menarik untuk dikaji

bagaimana latar belakang sebuah organisasi yang awalnya hanya bergerak pada

bidang sosial keagamaan yang dipimpin oleh orang-orang dari kalangan pesantren

(para kiai) berubah menjadi sebuah partai politik yang kuat. Padahal, secara
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eksplisit seorang kiai yang tidak berpendidikan tinggi tentunya kurang memiliki

kemampuan yang memadai dalam hal berpolitik.

Perubahan orientasi NU dari persoalan sosial keagamaan menuju

persoalan politik berawal ketika KH. Abdul Wahab Chasbullah terlibat dalam

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang berubah menjadi partai

politik yang dianggap satu-satunya partai Islam pada saat itu (Haidar, 2011:142).

Sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi kedudukan KH. Abdul Wahab

Chasbullah  dalam politik dan dalam perjuangan umat semakin besar tanggung

jawabnya.

Masyumi didirikan atas dasar prinsip bahwa umat Islam Indonesia

seharusnya menyatukan aspirasi politiknya serta melaksanakan perjuangannya

melalui partai tunggal (Fealy, 1996:97). Namun, terjadi perpecahan di dalam

Masyumi ketika PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) mulai mendirikan partai

sendiri dan meninggalkan Masyumi tahun 1947 (Anam, 2010:256). Pada tahun

1952 NU juga memutuskan keluar dari partai Masyumi. Padahal, tokoh utamanya

KH. Abdul Wahab Chasbullah merupakan Ketua Majelis Syuro dalam partai

Masyumi. Apa yang ada dalam benak KH. Abdul Wahab Chasbullah ketika

mengambil keputusan keluar dari Masyumi dan mendeklarasikan NU sebagai

partai politik.  Bagaimana KH. Abdul Wahab Chasbullah mampu membangun

partai NU padahal tidak banyak memiliki kader yang mumpuni dalam bidang

politik, dan akan dibawa kemana quo vadis partai NU selanjutnya.

Sejauh ini anggapan masyarakat tentang terjunnya NU ke dalam politik

(menjadi partai politik) adalah bertentangan dengan sepak terjang organisasi NU

sebelumnya. KH. Abdul Wahab Chasbullah membawa politik NU justru

mendasarkan pada sendi-sendi keagamaan. Hal itu tercermin pada Anggaran

Dasar Partai NU yang menyatakan bahwa asas Nahdlatul Ulama ialah agama

Islam dan bertujuan mengusahakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam

masyarakat (PBNU, 1958: 4). Dalam bidang politik, partai NU berusaha

memperjuangkan cita-cita dan tujuan Nahdlatul Ulama tersebut melalui badan-

badan pemerintahan, dewan-dewan perwakilan rakyat, maupun dalam badan-

badan kemasyarakatan lainnya.Terjunnya NU dalam politik merupakan bentuk
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usaha untuk menyadarkan dan mempertinggi kecakapan berorganisasi umat Islam

Indonesia di lapangan politik. Selain itu, NU berusaha menggalang kesatuan

tenaga rakyat untuk mempertahankan, menegakkan, dan menyempurnakan

kemerdekaan bangsa dan tanah air (PBNU, 1958:5).

Penelitian tentang peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai

Nahdlatul Ulama menarik untuk dikaji karena KH. Abdul Wahab Chasbullah

terlalu berani mengambil keputusan untuk membawa NU keluar dari Partai

Masyumi dan menjadikan NU sebagai partai mandiri. Terlebih hal itu nantinya

akan mengundang penilaian buruk oleh lawan politiknya bahwa KH. Abdul

Wahab Chasbullah menyebabkan perpecahan dalam Partai Islam satu-satunya.

Menariknya lagi, KH. Abdul Wahab Chasbullah mampu membawa partai yang

baru berdiri sendiri itu kepada kemenangan PEMILU pertama tahun 1955 hanya

dalam jangka waktu selama tiga tahun. Hal itu sangat luar biasa dan perlu dikaji

lebih dalam lagi.

Selain itu, KH. Abdul Wahab Chasbullah mampu mempertahankan

kepemimpinanya hingga akhir hayat. KH. Abdul Wahab Chasbullah adalah satu-

satunya Kiai NU yang berkiprah dalam politik dengan masa waktu yang paling

lama. Akan tetapi, nama KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai tokoh sentral

yang meletakkan dasar-dasar politik dalam Nahdlatul Ulama tidak banyak disebut

dalam buku-buku sejarah nasional. Bahkan kebanyakan orang di luar anggota NU

tidak mengenal sosok KH. Abdul Wahab Chasbullah. Padahal, berdasarkan Surat

Keputusan Presiden Nomor 115/III/2014 yang ditetapkan pada 6 November 2014,

pemerintah sudah menetapkan KH. Abdul Wahab Chasbullah sebagai Pahlawan

Nasional (Pratama, 2014). Oleh karena itu, sangat diperlukan kajian-kajian khusus

tentang tokoh tersebut.

Uraian di atas merupakan alasan peneliti terdorong untuk menelusuri

kembali secara mendalam mengenai peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah

dalam partai Nahdlatul Ulama, diharapkan agar KH. Abdul Wahab Chasbullah

tidak hanya sekedar menjadi tokoh sejarah lisan untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memilih judul ‘’Peranan K.H.Abdul

Wahab Chasbullah dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1952-1971’’.
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1.2 Penegasan Pengertian Judul

Berikut ini penulis memaparkan penegasan pengertian judul agar tidak

terjadi pembahasan yang keluar dari konteks dan untuk memfokuskan kajian.

Penelitian ini mengambil judul, yaitu ‘’Peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah

dalam Partai Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1952-1971’.

Peranan adalah suatu tindakan yang mencakup pengambilan keputusan

secara subyektif oleh pelaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut

Soekanto (2013:212), peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka

ia menjalankan suatu peranan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau

kedudukan tanpa peranan. Jadi, peranan adalah tindakan yang dilakukan

seseorang dalam suatu peristiwa dan dalam jabatan tertentu. Tokoh yang memiliki

peranan dalam penelitian ini merujuk pada kedudukan KH. Abdul Wahab

Chasbullah dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Secara struktur organisasi, KH.

Abdul Wahab Chasbullah menjabat sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama sejak

tahun 1947 sampai tahun 1971. Oleh karena kedudukannya tersebut, KH. Abdul

Wahab Chasbullah memiliki peranan salah satunya ialah peranan dalam

mengubah NU menjadi part ai politik tahun 1952 dan memperjuangkannya hingga

tahun 1971.

Menurut Budiarjo (1989:159), partai politik adalah suatu kelompok yang

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-

cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut

kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan

kebijakan-kebijakan. Begitu pula dengan NU yang para anggotanya memiliki

nilai-nilai maupun prinsip yang sama sehingga NU bisa menjadi Partai Politik

yang besar pada kurun waktu 1952-1971.

NU atau Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam di Indonesia yang

didirikan pada 31 Januari 1926. Awalnya, organisasi ini bergerak pada bidang

keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama

berdasarkan keputusan Muktamar tahun 1926 adalah berlakunya ajaran Islam
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yang menganut paham Ahlussunah waljamaah dan menurut salah satu dari

Madzhab Empat dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama

Islam (Arsip PBNU, 1926: 2).

Berdasarkan uraian di atas, penegasan pengertian yang terkandung dalam

judul ‘’Peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam Partai Politik Nahdlatul

Ulama Tahun 1952-1971’’, adalah tindakan yang dilakukan KH. Abdul Wahab

Chasbullah dalam Partai NU tahun 1952-1971. KH. Abdul Wahab Chasbullah

mendeklarasikan NU sebagai partai politik tahun 1952, melakukan kaderisasi dan

pendanaan partai, sehingga NU bisa berkiprah dalam perpolitikan di Indonesia

hingga tahun 1971.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian.

Penentuan ruang lingkup penelitian sangat penting bagi peneliti dengan

maksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti meliputi ruang lingkup spasial,

temporal, dan materi.

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini dibatasi berdasarkan aspek

geografis maupun kelompok masyarakat tertentu (dalam hal ini ialah Nahdlatul

Ulama). Pada penelitian ini, ruang lingkup spasialnya mencakup skala nasional

yaitu negara Republik Indonesia.

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini dimulai pada tahun 1952

sampai tahun 1971. Tahun 1952 dijadikan batas awal penelitian ini karena KH.

Abdul Wahab Chasbullah  saat itu memimpin Muktamar Nahdlatul Ulama di

Palembang memutuskan NU keluar dari partai Masyumi dan menjadikan NU

sebagai partai politik. Jadi, tahun 1952 merupakan masa awal KH. Abdul Wahab

Chasbullah mengawali perjuangannya dalam partai politik Nahdlatul Ulama,

sedangkan tahun 1971 dijadikan batas akhir penelitian ini selain karena  K.H.

Abdul Wahab Chasbullah wafat, proses peleburan atau penyederhanaan partai

sudah diperbincangkan oleh pemerintah orde baru, meskipun secara resmi baru

tahun 1973 partai NU fusi dengan PPP. Penetapan ruang lingkup waktu tersebut

tidaklah mutlak tetapi fleksibel, karena peristiwa sejarah harus dilihat genesisnya,
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sebab musabab, dan akibatnya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan

peneliti menyinggung peristiwa yang terjadi sebelumnya ataupun sesudahnya.

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini meliputi peristiwa sejarah yang

melatarbelakangi keluarnya NU dari partai Masyumi, tindakan yang dilakukan

KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam menjadikan NU sebagai partai politik, serta

kiprahnya setelah NU menjadi partai politik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup permasalahan, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana latar belakang KH. Abdul Wahab Chasbullah menjadikan Nahdlatul

Ulama sebagai partai politik tahun 1952?

2. bagaimana usaha-usaha yang dilakukan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam

menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952?

3. bagaimana perjuangan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik

Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971?

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan

penelitian sebagai berikut:

1. mengkaji latar belakang KH. Abdul Wahab Chasbullah menjadikan Nahdatul

Ulama sebagai partai politik tahun 1952;

2. mengkaji usaha-usaha yang dilakukan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam

menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952;

3. mengkaji perjuangan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik

Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana latihan dalam melakukan penelitian

dan penulisan serta usaha dalam mendalami materi tentang sejarah partai
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politik Islam khususnya NU dan tokoh nasional yang hampir terlupakan dari

sejarah yaitu KH. Abdul Wahab Chasbullah;

2. bagi calon guru sejarah, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan

materi mengenai pergolakan politik pada kurun waktu 1952-1971;

3. bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

referensi tentang sejarah politik Islam dan tokoh daerah yang berperan dalam

skala nasional. Serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan yang bermanfaat

sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menambah

khasanah kepustakaan Universitas Jember;

4. bagi masyarakat umum, mengenalkan sosok KH. Abdul Wahab Chasbullah

sebagai pahlawan nasional.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti meninjau beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian

yang akan dilakukan agar tidak terjadi pengulangan riset yang berujung pada

situasi tumpang-tindih. Peneliti meninjau penelitian terdahulu baik yang

diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan, yang berupa

laporan penelitian maupun skripsi. Berikut ini peneliti paparkan beberapa kajian

yang berkaitan dengan topik penelitian, meskipun belum ada penelitian yang

secara khusus mengkaji Peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam Partai

Politik NU tahun 1952-971.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) dengan judul Pemikiran

KH.Wahab Chasbullah dan Peranannya dalam Taswirul Afkar (1914-1926 M).

Taswirul afkar atau Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran) merupakan

kelompok diskusi yang didirikan oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah bersama

ulama lain sebagai wadah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan sosial

keagaamaan maupun pendidikan. Penelitian Wulandari bertujuan untuk mengkaji

secara mendalam mengenai latarbelakang berdirinya Taswirul Afkar serta

bagaimana pemikiran dan peran KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam Taswirul

Afkar. Hasil penelitian yang telah dilakukan Wulandari menunjukkan bahwa

Peranan KH.Abdul Wahab Chasbullah dalam Taswirul Afkar sangat besar. KH.

Abdul Wahab Chasbullah merupakan tokoh sentral pendiri kelompok diskusi

Taswirul Afkar. Terbentuknya kelompok diskusi tersebut dilatarbelakangi oleh

adanya politik etis (politik balas budi) serta munculnya organisasi Budi Utomo

dan Sarikat Islam. Hal itu menunjukkan bahwa KH. Abdul Wahab Chasbullah

sudah aktif dalam organisasi sejak lama sebelum NU didirikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari memiliki kesamaan subyek

kajian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaannya, Wulandari

memfokuskan kajiannya pada Taswirul Afkar. Sedangkan peneliti berusaha

mengkaji peranan KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam hal berpolitik. Batasan

waktu dalam kajian Wulandari yaitu tahun 1914-1926 merupakan masa-masa
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pergerakan. Pada kurun waktu tersebut KH. Abdul Wahab Chasbullah memulai

pengalamannya dalam berorganisasi. Ilmu berorganisasi yang didapatkan pada

masa mudanya itu kelak yang membawa KH. Abdul Wahab Chasbullah memiliki

kemampuan politik pada kurun waktu 1952-1971. Peranannya dalam Taswirul

Afkar menunjukkan bahwa KH. Abdul Wahab Chasbullah memang seorang

pelopor dalam setiap organisasi yang ditekuni. Sehingga peneliti tertarik untuk

meneliti peranannya dalam menginovasi sebuah gerakan, diantaranya dalam partai

politik Nahdlatul Ulama  tahun 1952-1971.

Penelitian yang dilakukan Supriyatna (2006) dengan judul Pergulatan

Politik KH.Abdul Wahab Hasbullah; Studi Analisa Terhadap NU dan Negara.

Supriyatna yang merupakan mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Filsafat di UIN

Syarif Hidayatullah, lebih banyak berbicara mengenai politik. Supriyatna

mengkaji wacana umum seputar kenegaraan yang melibatkan peran KH.Abdul

Wahab Hasbullah dalam politik praktis. Pembahasan yang dijabarkan Supriyatna

sudah cukup baik, namun tidak terdapat kajian pustaka maupun kajian teori dalam

skripsinya. Supriyatna mengkaji bagaimana hubungan NU dengan negara serta

bagaimana pandangan KH. Wahab Chasbullah yang diimplementasikan dalam

setiap kebijakannya ketika menghadapi persoalan kenegaraan. Penelitian yang

dilakukan Supriyatna berbeda dengan yang akan peneliti lakukan. Tentu saja

peneliti akan melakukan penelitian historis sehingga memiliki batasan waktu yang

jelas seperti ciri khas penelitian sejarah pada umumnya. Meskipun sama-sama

mengkaji dalam bidang politik, namun peneliti memfokuskan kajian pada peranan

KH. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-

1971 yang belum disinggung dalam penelitian Supriyatna.

Buku yang berjudul Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967, buku

ini merupakan hasil penelitian dari Greg Fealy, sejarawan luar negeri yang tertarik

dengan topik Islam  Indonesia yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan oleh

LKIS Yogyakarta. Penelitian Fealy (1998) menggambarkan dinamika politik NU

pada kurun waktu 1952-1967. Tujuan penelitian ini ialah berusaha menggali

pemahaman tentang budaya internal dan filsafah NU untuk menjelaskan perilaku

politik organisasi tersebut. Argumen pokok yang dibangun oleh Fealy adalah
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bahwa tindakan NU dalam berpolitik sama sekali bukan tanpa prinsip. Fealy

menjelaskan bahwa NU sebenarnya selalu konsisten berpegang pada ideologi

politik keagamaan yang meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap

posisi Islam dan para pengikutnya.

Penelitian Fealy juga dilakukan sebagai kritik untuk penelitian-penelitian

terdahulu yang menganggap NU oportunis. Fokus lain penelitian ini adalah pada

struktur kekuasaan dalam tubuh NU dan pola-pola kepemimpinannya. Ulama

berada di pusat kehidupan keagamaan dan politik partai. Buku ini menganalisis

basis kekuasaannya, sifat jaringan patronasenya, dan pembagian kekuasaan dalam

tubuh NU. Fealy dalam penelitiannya masih terlalu luas dan belum

mengemukakan peranan seorang tokoh sentral yang membawa NU ke panggung

politik nasional. Tokoh tersebut ialah K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Dari situlah

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih spesifik mengenai peranan K.H. Abdul

Wahab Chasbullah yang telah membawa NU menjadi partai politik tahun 1952

dan berkiprah sampai tahun 1971. Peneliti berusaha menggali pemikiran K.H.

Abdul Wahab Chasbullah ataupun prinsip dasar yang membuatnya bersikap tegas

atas setiap keputusan yang diambil dalam partai NU.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2015) dengan judul Peran

Nahdlatul Ulama sebagai Partai Politik Tahun 1952-1973 di Pasuruan. Skripsi

mahasiswa sejarah Universitas Negeri Malang itu mengkaji tentang peran NU

sebagai partai politik tahun 1952-1973 di Pasuruan yang meliputi latar belakang

berdiri dan perkembangan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik di Indonesia,

latar belakang berdirinya cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pasuruan tahun

1935, serta peran Nahdlatul Ulama sebagai partai politik tahun 1952-1973 di

Kabupaten Pasuruan. Zaenuri menguraikan bahwa Kabupaten Pasuruan

merupakan salah satu basis terbesar NU, ini tidak terlepas dari peran Kiai Nawawi

yang menjadi Mustasyar PBNU tahun 1926 dan merupakan Kiai yang

berpengaruh di Pasuruan.

Peneliti meminjam konsep yang digunakan oleh Zaenuri perihal perolehan

suara Partai NU pada pemilu tahun 1955 di Kabupaten Pasuruan serta strategi-

strategi yang dilakukan NU dalam kampanye. Penelitian yang dilakukan oleh
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Zaenuri masih dalam lingkup sejarah lokal dan belum mencakup peran partai NU

dalam skala nasional. Selain itu, Zaenuri juga sama sekali tidak menyinggung

tokoh K.H. Abdul Wahab Chasbullah, sehingga peneliti memiliki celah untuk

mengkaji peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul

Ulama tahun 1952-1971.

Skripsi Kusnoto (2007) dengan judul Partai Politik Nahdlatul Ulama

dalam Percaturan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun

1959-1965. Penelitian Kusnoto bertujuan untuk mengkaji tentang faktor-faktor

yang melatarbelakangi Nahdlatul Ulama mendukung sistem demokrasi terpimpin.

Kusnoto dalam penelitiannya memaparkan bahwa Nahdlatul Ulama pada masa

demokrasi terpimpin cenderung memberikan dukungan. Hal itu dilakukan untuk

menyelamatkan golongan Islam dalam sistem pemerintahan pada masa itu.

Penelitian Kusnoto hanya fokus pada sikap politik partai Nahdlatul Ulama

pada masa demokrasi terpimpin. Fokus yang belum dimunculkan dalam penelitian

Kusnoto ialah tokoh yang berperan dalam sikap politik partai NU tersebut,

sehingga peneliti memiliki peluang untuk menjabarkan lebih spesifik mengenai

peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam kiprah NU selama menjadi partai

politik dan dalam kurun waktu yang lebih panjang yaitu tahun 1952-1971.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, maka posisi

penelitian ini ialah untuk mengembangkan penelitian-penelitian tentang K.H.

Abdul Wahab Chasbullah yang telah ada. Peneliti berusaha mengembangkan,

memperluas, dan menggali lebih dalam kajian mengenai K.H. Abdul Wahab

Chasbullah dari sisi politik. Bisa dilihat bahwa meskipun beberapa penelitian

memiliki subjek kajian yang sama dengan penelitian ini, yakni K.H. Abdul Wahab

Chasbullah maupun tentang Nahdlatul Ulama, tetapi penelitian-penelitian di atas

belum secara komprehensif dan secara khusus mengkaji tentang peranan K.H.

Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971.

Oleh karena itu peneliti berusaha mengkaji secara mendalam tentang peranan

K.H. Abdul Wahab Chasbullah tersebut.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik.

Pendekatan ilmu politik adalah suatu pendekatan yang menyoroti fenomena
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kekuasaan di tingkat masyarakat baik berupa suku negara, organisasi, gerakan

sosial dan lembaga yang secara langsung terlibat dalam kekuasaan (Kartodirjo,

1992:148). Miriam Budiarjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik

mendefinisikan politik merupakan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik

yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan

melaksanakan tujuan-tujuan tersebut (1977:8). Elemen-elemen pokok dalam

politik menurutnya ialah negara (state), kekuasaan (power), pengambilan

keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy), dan pembagian kerja.

Politik membutuhkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang

menyangkut pembagian kerja ataupun alokasi-alokasi dari sumber yang ada dalam

rangka mewujudkan tujuan-tujuannya. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan

keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam

usaha memilih tujuan-tujuan (Budiarjo, 1977:19). Pada prinsipnya pihak yang

membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan. Kekuasaan

adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tindakan

orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku (Budiarjo, 1997:10).

Barangsiapa menduduki posisi sosial tinggi, memiliki status tinggi, maka bagi

orang tersebut ada kesempatan dan keleluasaan memperoleh bagian dari

kekuasaan. Seseorang yang memiliki status sosial tinggi akan lebih mudah

mengambil peran sebagai pemimpin untuk melakukan peranan politiknya, artinya

menyebarkan pengaruhnya (Kartodirjo, 1992:149). Pada hal tersebut terdapat

otoritas sebagai alat utama untuk berperan politik.

Begitu pula dengan K.H. Abdul Wahab Chasbullah yang memiliki status

sosial tinggi yaitu sebagai kiai yang dipercaya masyarakat dan memiliki

kekuasaan sebagai pemimpin dalam Nahdlatul Ulama. K.H. Abdul Wahab

Chasbullah menjabat sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama menggantikan K.H.

Hasyim Asy’ari sejak tahun 1947. Oleh karena kedudukannya tersebut, K.H.

Abdul Wahab Chasbullah bisa memiliki peranan yang sangat besar dalam

menentukan arah organisasi yang dipimpinnya tersebut termasuk

mengarahkannya ke ranah politik tahun 1952. Pendekatan ini digunakan sebagai

cara pandang untuk melihat pengaruh sosio politik dalam menentukan
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pengambilan keputusan seorang pelaku. Pendekatan ini diharapkan dapat

menguraikan bentuk-bentuk peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai

politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971.

Selain menggunakan pendekatan, penelitian ini membutuhkan teori untuk

memberikan jawaban dan memperjelas dalam membahas permasalahan. Teori

yang mendukung penelitian ini adalah role theory (teori peran). Teori ini

berasumsi bahwa seseorang dalam hidup bermasyarakat senantiasa berusaha

melakukan peran seperti dikehendaki oleh orang lain (Usman, 2013:59). Katz dan

Kahn, 1966 dalam Bauer (2003: 54) memaparkan bahwa peran merupakan sifat

individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari tindakan seseorang sesuai

dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran

menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang

diduduki. Setiap peran sosial merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan,

norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model

ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat

diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan

posisi sosial dan faktor lainnya. Lingkungan organisasi dapat mempengaruhi

harapan setiap individu mengenai perilaku peran.

Teori ini digunakan untuk menganalisis peranan K.H. Abdul Wahab

Chasbullah dalam partai Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971. Sebagai pemimpin

NU yang saat itu menjabat sebagai Rais Am atau Pimpinan Tertinggi Nahdlatul

Ulama, K.H. Abdul Wahab Chasbullah menggunakan statusnya tersebut untuk

mengambil peran dalam menentukan kebijakan-kebijakan maupun tindakan-

tindakan dalam berpolitik.
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BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah.

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan

peninggalan masa lampau (Gottschlak,1985:32). Tahapan yang digunakan dalam

penelitian sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik; (3)

interpretasi dan; (4) historiografi.

Tahap pertama dalam penelitian ini ialah heuristik. Pada tahap heuristik

atau pengumpulan data, peneliti mencari, mengumpulkan, sampai menemukan

sumber yang berhubungan dengan topik penelitian (Sjamsuddin, 1996: 67).

Pengumpulan sumber tersebut dilakukan melalui studi lapang di berbagai tempat,

terutama di Jombang dan di Surabaya. Di Jombang, peneliti mengunjungi

Perpustakaan A. Wahid Hasyim yang terletak di kawasan Pondok Pesantren Tebu

Ireng Jombang. Peneliti juga menelusuri sumber yang berupa arsip maupun foto-

foto di Museum Nahdlatul Ulama Surabaya.  Selain itu, peneliti mencari sumber

di perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Pendidikan Sejarah Universitas

Jember, dan beberapa buku koleksi pribadi.

Tahap kedua dalam penelitian ini ialah kritik. Pada tahap kritik, peneliti

mengolah dan menguji sumber-sumber yang terkumpul secara bertahap melalui

kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berkaitan dengan masalah otentisitas

mengenai asli tidaknya suatu dokumen, jenis tinta yang digunakan, jenis ejaan,

terjadinya pengurangan maupun penambahan teks dalam dokumen, penggunaan

bahasa yang meragukan (ambiguity) identifikasi pengarang (Gottslack, 1985:80-

94). Peneliti akan lebih menekankan pada kritik intern.

Kritik intern berkaitan dengan masalah kredibilitas suatu sumber untuk

menentukan apakah informasi yang terkandung dalam sumber itu dapat dipercaya

sebagai fakta sejarah atau tidak (Gottslack,1985:95; Kuntowijoyo, 1995:77).

Kritik intern dilakukan untuk membuktikan bahwa informasi yang terkandung

dalam sumber itu dapat dipercaya, dengan menilai substansi sumber yang
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digunakan untuk melihat relevansinya dengan topik yang akan diteliti. Pada kritik

intern peneliti membandingkan kesaksian-kesaksian berbagai sumber untuk

memperoleh fakta sejarah.

Tahap selanjutnya ialah interpretasi. Pada tahap Interpretasi ini, peneliti

berusaha menafsirkan dan menstrukturkan suatu fakta sejarah yang satu dengan

yang lain. Interpretasi meliputi analisis dan sintesis (Kuntowijoyo, 1995:78).

Peneliti menganalisis fakta sejarah yang lepas satu sama lainnya kemudian

dihubungkan menjadi satu kesatuan yang masuk akal (Kuntowijoyo, 1995:79).

Peneliti berusaha menghindari penafsiran yang semena-mena karena biasanya

cenderung bersifat subjektif. Proses interpretasi bersifat selektif sebab tidak

mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah, sehingga harus dipilih

yang relevan dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah.

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini. Pada tahap ini

peneliti merekontruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang

diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah Gottschalk (1985:32). Dalam

tahap historiografi, peneliti menuliskan hasil analisis dari fakta-fakta yang telah

terkumpul, kemudian penulis susun dalam bentuk penulisan deskriptif-analitis.

Dalam historiografi tidak hanya sekedar merangkai fakta-fakta hasil penelitian,

melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah

berdasarkan fakta hasil penelitian.

Hasil penelitian ini ditulis dalam suatu bentuk tulisan yang terdiri atas

enam bab. Bab 1 pendahuluan mengemukakan latar belakang masalah mengenai

apa yang akan diteliti dan alasan penting mengapa meneliti hal tersebut. Dalam

latar belakang peneliti mengawali dengan menguraikan tokoh K.H. Abdul Wahab

Chasbullah, bagaimana peranan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam Nahdlatul

Ulama, kemudian peneliti menguraikan alasan penting mengapa peranan K.H.

Abdul Wahab Chasbullah dalam partai politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971

itu penting untuk dikaji lebih dalam. Pada sub bab berikutnya peneliti

menguraikan tentang penegasan pengertian judul. Dalam sub bab penegasan

pengertian judul, peneliti menjelaskan definisi konsep judul yang akan diteliti

guna memfokuskan kajian. Selanjutnya ruang lingkup penelitian, pada sub bab

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


17

ruang lingkup penelitian peneliti menguraikan batasan-batasan penelitian baik

batasan spasial maupun temporal. Kemudian rumusan masalah, terdapat dua

rumusan masalah yang akan dikaji. Rumusan masalah tersebut melingkupi latar

belakang K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam menjadikan NU sebagai partai

politik tahun 1952, dan bagaimana kiprah K.H. Abdul Wahab Chasbullah setelah

NU menjadi partai politik 1952-1971. Sub bab selanjutnya ialah tujuan. Tujuan

penelitian ini ialah untuk mengkaji lebih dalam apa yang sudah terterah dalam

rumusan masalah. Sub bab terakhir pada bab 1 ialah manfaat. Peneliti

menguraikan manfaat dari penelitian ini baik bagi peneliti, maupun bagi kalangan

akademisi lain.

Bab 2 tinjauan pustaka menyajikan hasil review penelitian terdahulu yang

relevan dengan topik yang diteliti kemudian juga memaparkan tentang pendekatan

dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mereview beberapa tulisan

penelitian terdahulu baik yang berkaitan dengan K.H. Abdul Wahab Chasbullah

maupun berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Peneliti sedikit mengulas

perbandingan tulisan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji.

Bab 3 metode penelitian mengemukakan metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian seperti

yang dikemukakan oleh Gottslack yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi

dan historiografi.

Pembahasan mengenai latar belakang K.H. Abdul Wahab Chasbullah

menjadikan NU sebagai partai politik tahun 1952 akan diuraikan pada bab 4. Pada

bab 4 tersebut peneliti akan menguraikan alasan K.H. Abdul Wahab Chasbullah

menjadikan NU partai politik. Pembahasan mengenai kekecewaan NU terhadap

Masyumi berkaitan dengan posisi NU dalam Masyumi yang semakin

terpinggirkan serta pembagian kursi dalam kabinet dianggap tidak adil bagi NU.

Keputusan Masyumi yang dianggap merugikan NU mengawali konflik internal

dalam Masyumi. Sementara itu, kedudukan K.H. Abdul Wahab Chasbullah

sebagai ketua majelis syuro dalam Masyumi juga dibatasi. Peneliti akan

menguraikan dasar pemikiran politik K.H. Abdul Wahab Chasbullah  yang

menggunakan dasar-dasar agama Islam dalam sikap politiknya. Selain itu peneliti
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juga akan mengkaji apa yang diinginkan K.H. Abdul Wahab Chasbullah untuk

masa depan NU.

Pembahasan mengenai kiprah K.H. Abdul Wahab Chasbullah dalam partai

politik Nahdlatul Ulama tahun 1952-1971 akan diuraikan pada bab 5.  Dalam bab

ini, peneliti berusaha memaparkan hal-hal yang diusahakan oleh K.H. Abdul

Wahab Chasbullah dalam memperjuangkan partai NU setelah menjadi partai

politik. Ketika Nahdlatul Ulama menjadi sebuah partai yang berdiri sendiri, masih

banyak anggota-anggotanya yang belum keluar dari Masyumi. K.H. Abdul Wahab

Chasbullah berusaha melakukan kaderisasi guna merekrut anggota-anggota yang

kompeten dalam bidang politik. Setelah itu K.H. Abdul Wahab Chasbullah

melakukan pendanaan partai sebagai usaha untuk memenangkan Pemilu pertama

tahun 1955 sehingga NU bisa berkiprah dalam perpolitikan di Indonesia. Setelah

itu, kader-kader partai NU banyak yang menduduki jabatan dalam pemerintahan

terutama kursi Kementerian Agama. K.H. Abdul Wahab Chasbullah sendiri

menjabat sebagai anggota DPA (Dewan Penasihat Agung). Dalam pemerintahan

tersebut partai NU dapat menyalurkan aspirasinya.

BAB 6 penutup berisi kesimpulan dan uraian generalisasi dari uraian yang

disajikan pada bagian sebelumnya.Bab ini juga mengemukakan saran.

3.2 Sumber Penelitian

Peneliti membagi sumber menjadi dua kategori berdasarkan sifat, yakni

sumber primer dan sumber skunder (Gottschalk, 1985:35). Sumber primer  yang

ditemukan berupa tiga buku karya KH. Saifuddin Zuhri yang berjudul ‘’Mbah

Wahab Hasbullah Kiai Nasionalis Pendiri NU’’, ‘’Guruku Orang-orang dari

Pesantren’’, dan ‘’Berangkat dari Pesantren’’. Tiga buku tersebut dikategorikan

sebagai sumber primer karena penulis buku tersebut, KH. Saifuddin Zuhri

merupakan tokoh yang sezaman dengan KH. Abdul Wahab Chasbullah sekaligus

sebagai pelaku sejarah (Gottschlak,1985:35). K.H. Saifuddin Zuhri pernah

menjabat sebagai Sekjen PBNU pada masa kepemimpinan K.H. Abdul Wahab

Chasbullah. K.H.  Saifuddin Zuhri yang merupakan mantan Menteri Agama

tersebut merupakan orang kepercayaan K.H. Abdul Wahab Chasbullah.
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Selain itu, peneliti juga menggunakan buku karya Abdul Mun’im DZ yang

berjudul ‘’KH. Abdul Wahab Chasbullah Kaidah Berpolitik dan Bernegara’’.

Abdul Mun’im Dz merupakan wakil Sekjen PBNU. Meskipun buku karyanya

baru diterbitkan tahun 2015 namun secara substansi buku tersebut dikategorikan

sumber primer karena memuat kumpulan pidato K.H. Abdul Wahab Chasbullah.

Kemudian buku yang berjudul ‘’Pertumbuhan dan Perkembangan NU’’yang

ditulis oleh Choirul Anam merupakan buku babon tentang sejarah NU.

Peneliti juga mengumpulkan sumber primer berupa arsip atau dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan peristiwa yang akan dikaji. Dokumen tersebut

peneliti temukan di Museum Nahdlatul Ulama. Berikut ini beberapa dokumen

yang peneliti temukan: (1) Perundingan Nahdlatul Ulama dan Masjumi; (2) Teks

Putusan Mu’tamar NU Ke 19 di Palembang, berisi konsepsi PBNU mengenai

perundingan NO-Masjumi; (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga

Partai Nahdlatul Oelama; (4) Risalah Politik berisi Tafsir Asas NU, Program

Perdjoangan NU, Politik Perekonomian NU ; (5) Surat Pengurus Besar Partai NU

Kepada PWNU dan PCNU Seluruh Indonesia Tentang Penyerahan Mandat

Kabinet Ali- Idham Chalid; (6) Keputusan Mu’tamar Ke –XXIV Partai NU tahun

1967 di Bandung; (7) Buku Kenang-Kenangan Mu’tamar Ke-22 Partai NU di

Jakarta; (8) Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama.

Selain sumber primer, peneliti juga menemukan beberapa sumber

sekunder diantaranya buku yang berjudul ‘’NU vis a vis Negara’’ yang ditulis

oleh Andre Faeilard, buku ‘’Muassis Nahdlatul Ulama Manaqib 26 Tokoh Pendiri

NU’’ karya Amirul Mukminin, buku ‘’Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-

1967’’ karya Greg Fealy, buku ‘’K.H. Wahab Hasbullah Biografi Singkat 1888-

1971’’ karya Muhammad Rifai, buku ‘’Ulama Pendiri, Penggerak, dan

Intelektual NU dari Jombang’’ karya Supriyadi, buku ‘’Nahdatul Ulama dan

Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik’’ karya M. Ali Haidar, buku

karya Einar Martahan Sitompul yang berjudul ‘’NU dan Pancasila’’, buku

‘’Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama’’ yang ditulis oleh

Kang Young Soon, buku ‘’Sistem Politik Indonesia’’ yang ditulis oleh Arbi Sanit,

buku ‘’Pergeseran Kekuasaan Eksekutif’’ yang ditulis oleh Ismail Suny dan buku
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yang berjudul ‘’Perjalanan Partai Politik di Indonesia’’ ditulis oleh M. Rusli

Karim. Buku-buku tersebut dikategorikan sebagai sumber sekunder karena

penulisnya bukan orang yang sezaman dengan tokoh maupun peristiwa, juga

bukan merupakan pelaku ataupun saksi sejarah.
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BAB 7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan jawaban dari permasalahan yang telah dikaji. Peneliti

menemukan kesimpulan yaitu K.H. Abdul Wahab Chasbullah menganggap politik

bukanlah suatu tujuan, melainkan hanya sebuah jalan untuk menyalurkan aspirasi

anggotanya. Namun, ketika Masyumi tidak bisa lagi memberikan jalan kepada

NU untuk menyalurkan aspirasinya, maka KH. Abdul Wahab Chasbullah segera

mengondisikan organisasi internal NU untuk menyusun strategi dalam

menjadikan NU partai politik.

Setelah berubah menjadi partai politik, K.H. Abdul Wahab Chasbullah

tidak hanya diam dan lepas tanggung jawab. Sebaliknya, K.H. Abdul Wahab

Chasbullah segera mengambil sikap untuk membangun partai NU. Hal yang

dilakukan dalam membangun partai pada masa perintisan di antaranya ialah

menyusun program perjuangan, rekruitmen anggota, pendanaan. Setelah proses

membangun partai selesai, baru kemudian K.H. Abdul Wahab Chasbullah mulai

memperjuangkan suara NU dalam pemerintahan. K.H. Abdul Wahab Chasbullah

segera mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi

Partai, baik yang ada hubungannya dengan keanggotaan Parlemen maupun

keikutsertaannya di dalam kabinet. K.H. Abdul Wahab Chasbullah mampu

meletakkan NU sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam banyak hal, K.H. Wahab

Chasbullah selalu memberikan sumbangsihnya untuk negera ini pada saat sebelum

atau sesudahnya NU menjadi sebuah partai politik.

7.2 Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa

saran terkait dengan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi  masyarakat umum, dapat dijadikan sumber pembelajaran bagi warga

negara terkait dengan sejarah perjuangan umat Islam dalam panggung politik
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nasional serta mengenalkan tokoh NU yang memiliki peran penting kepada

masyarakat.

2. Bagi umat Islam, dapat dijadikan sumber referensi mengenai argument-

argumen dasar perilaku politik Islam dalam menerima Pancasila agar dapat

dijadikan pegangan hidup dan keyakinan demi terciptanya kehidupan sosial

yang penuh toleransi.

3. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar

mengenai sejarah politik di Indonesia khususnya partisipasi politik umat

Islam dalam hal ini ialah Nahdlatul Ulama.

4. Bagi akademisi, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan

pembaca diharapkan dapat menambah dan mengembangkan penelitian

mengenai perjuangan politik NU dalam skala nasional.
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Lampiran A. Matrik Penelitian

Tema

Penelitian

Judul

Penelitian

Jenis

Penelitian

Metode

Penelitian

Sifat

Penelitian

Rumusan Masalah Sumber Data

1 2 3 4 5 6 7

Biografi

Politik

Peranan KH

Abdul Wahab

Chasbullah

dalam Partai

Politik Nahdlatul

UlamaTahun

1952-1971.

Penelitian

Sejarah

Metode

Penelitian

Sejarah dengan

menggunakan

langkah

sebagai berikut

:

1. Heuristik

2. Kritik

3. Interpretasi

4. Historiografi

Studi lapang 1.Bagaimana latar belakang KH.

Abdul Wahab Chasbullah

menjadikan NU sebagai partai

politik tahun 1952?

2.Bagaimana perjuangan KH.

Abdul Wahab Chasbullah dalam

partai politik NU tahun 1952-1971

?

Sumber data diperoleh

dari:

1. Pepustakaan Pusat

UNEJ

2. Perpustakaan Prodi

Sejarah

3. Koleksi Pribadi

4. Perpustakaan Tebu

Ireng Jombang

5.  Museum NU Surabaya
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LAMPIRAN B.

LAMPIRAN B.1 STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1952-19541

Dewan Presidium PBNU

Ketua Umum : K.H. Masjkur

Sekretaris : Idham Chalid

Anggota : K.H. M. Dachlan

Zainul Arifin

A.S. Bachmid

K.H. Abdul Wahab Chasbullah

K.H. Mohd. Iljas

A. Fatah Jasin

Syuriyah

Rais Am : K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Wakil Rais Am : K.H. Bisri Syansuri

Katib : K.H. Ma’sum Cholil

Anggota : K.H. Ridwan

K.H. Dachlan Ahjad

K.H. Baidhowy

K.H. Achmad

K.H. Satori

K.H. Dimjati

Nj. Fatimah

Tanfidziyah

Ketua Umum : K.H. Masjkur

Ketua Muda : K.H. Wahid Hasjim (digantikan oleh K.H. M. Dachlan

pada April 1953).

Sekretaris-Djendral: Idham Chalid

Sekretaris I : Achmad Sjahri

Sekretaris II : A. Latief

1 Fealy.2003. Ijtihad Politik Ulama. Yogyakarta:LKis, hal 377.
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Bendahara : Moh. Saprin

Anggota : Saifuddin Zuhri

Zainul Arifin

K.H. Fatchurrahman Kafrawi

K.H. Sahal Mansur

Achmad Siddiq

M. Nur A. G. N.

K.H. Mohd. Iljas

Ny. Machmudah Mawardi

A.Fatah Jasin

K.H. Abdul Manaf Murtadlo

Pimpinan Divisi NU

Dakwah : Saifuddin Zuhri

Ma’arif : K.H. Moh. Iljas

Mabarrot : K.H. Sahal Mansur

Ekonomi : A. A. Achsien

Keuangan : Moh. Saprin

Penerbitan : Abdurrachiem Martam

Pertanian : A. Fatah Jasin
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LAMPIRAN B.2

STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1954-19562

Dewan Harian PBNU

Rois Akbar : K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Ketua Umum : K.H. M. Dachlan

Wakil Ketua I : H. Idham Chalid

Wakil Ketua II : K.H. Mohd. Iljas

Sekjen : Saifuddin Zuhri

Anggota : H. A. S. Bachmid

P.B. Syuriyah

Rais Am : K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Rais I : K.H. Bisri Syansuri

Rais II : K.H. Sjukri Ghazali

Katib : K.H. Radji’un

Wakil Katib : K.H. Bakir

A’waan : K.H. Ruchijat (Tasikmalaya)

K.H. Djamhari (Banten)

K.H. Anwar Musaddad

K.H. Zabidi

K.H. Zaini

K.H. Machrus Ali

Sjech Mustofa H. Mandaling

K.H. Romli

K.H. Abu Chair

P.B. Tanfidziyah

2 Fealy.2003. Ijtihad Politik Ulama. Yogyakarta:LKis, hal 379, mengambil
dari Album Muktamar XX, halaman 11-14.
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Ketua Umum : K.H. M. Dachlan

Wakil Ketua I : H. Idham Chalid

Wakil Ketua II : K.H. M. Iljas

Sekretaris-Djendral: Saifuddin Zuhri

Sekretaris : Achmad Sjahri

Anggota : K.H. Masjkur

Zainul Arifin

A.Fatah Jasin (Ketua Pertanu)

Ny. Machmudah Mawardi (Ketua Muslimat)

H. A. S.Bachmid (Ketua Perekonomian)

H. Saifuddin Zuhri (Ketua Bagian Dakwah)

K.H. Syukri (Ketua Bagian Ma’arif)

H. Munir Abisudjak (Ketua Mubarrat)

Mr. H. Imron Rosjadi (P.P.G.P Ansor)

H. Chasbullah (Ketua Keuangan)

H. A. A. Achsien (Ketua Fraksi di Parlemen)

K.H. A. Wahib Wahab (representing P.P. Ikabepi)

Zainal Arifin Tamanas (Ketua Bagian Perburuhan)
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LAMPIRAN B. 3

STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1956-19593

P.B. Syuriyah

Rais Am : K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Rais : K.H. Bisri Syansuri

Wakil Rais : K.H. Sjukri Ghazali

Katib : K.H. Ma’sum Chalil (Jombang

Wakil Katib : K.H. Bakir Marzuki (Jakarta)

A’waan : K.H. Djamhari (Banten)

K.H. Abdul Qodir (Kalimantan)

K.H. Anwar Musaddad (Yogyakarta)

K.H. Romli (Makasar)

K.H. M. Musta’in (Jakarta/ Tuban)

K.H. M. Ruchijat (Tasikmalaya)

K.H. Machrus Ali (Kediri)

K.H. Mustahdi Koesoemo (Jakarta)

K.H. Zaini (Sampang)

K.H. A. Ridwan (Surabaya)

Sjech H. Bahruddin Tolib Lubis (Tapanuli Selatan)

K.H. Djawari (Bandung)

K.H. Sjajuti (Rembang)

Syech H. Abdullah Afifuddin (Langkat, Sumatera Utara)

K.H. Sjatori (Arjawinangun)

K.H. Jusuf Umar (Palembang)

K Tengku Tuah (Payamubu)

Azizuddin (Lombok Barat)

3 Fealy.2003. Ijtihad Politik Ulama. Yogyakarta:LKis, hal 380, mengambil

dari buku kenang-kenangan Muktamar ke-XXII, hal 5.
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P.B. Tanfidziyah

Ketua Umum : H. Idham Chalid

Ketua I : K.H. M. Dachlan

Ketua II : Mr. H. Imron Rosjadi

Ketua III : H. Djamaluddin Malik

Sekretaris-Djendral: Saifuddin Zuhri

Wakil Sekjen : Aminuddin Aziz

Ma’arif : K.H. A. Musaddad

Mabarrot : K.H. Musta’in

Dakwah : Achmad Siddiq

Lapunu : Achmad Sjaichu

Keuangan : Mr. Suparman

Ekonomi : H. Munir (Abisudjak)

Muslimat : Ny. Macmudah Mawardi

G.P. Ansor : K.H. Achmad Wahib Wahab

Ikabepi : K.H. Muslich

Pertanu : K.H. A. Fattah Jasin

Sarbumusi : Murtadji Bisri

Ketua Fraksi

Konstituante : K.H. Masjkur

Ketua Fraksi DPR: H. A. A. Achsien

Members : KH. M. Iljas

H. Zainul Arifin

Mr. Sunarjo

Mr. Burhanuddin

Asa Bafagih

Aminuddin Aziz

Moh. Noor AGN
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LAMPIRAN B.4

STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1959-19624

P.B. Syuriyah

Rais Am : K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Rais : K.H. Bisri Syansuri

Wakil Rais I : K.H. M. Dachlan

Wakil Rais II : K.H. Musta’in

Katib I : K.H. Achmad Baqir Marzuki

Katib II : K.H. Abdul Djalil (Sumatera Tengah)

Katib III : K.H. Abdul Chalim

P.B. Tanfidziyah

Ketua Umum : H. Idham Chalid

Ketua I : K.H. Masjkur

Ketua II : H. Zainul Arifin

Ketua III : KH. Anwar Musaddad

Sekretaris-Djendral: K.H. Saifuddin Zuhri

Wakil Sekjen : Aminuddin Aziz

4 Fealy.2003. Ijtihad Politik Ulama. Yogyakarta:LKis, hal 382, mengambil dari

buku kenang-kenangan Muktamar ke-XXII hal 204 dan 208.
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LAMPIRAN B.5

STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1962-19675

P.B. Syuriyah

Rais Am : K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Rais : K.H. Bisri Syansuri

Wakil Rais I : K.H. Anwar Musaddad

Wakil Rais II : K.H. Musta’in

Wakil Rais III : K.H. Masjkur

Katib I : K.H. Achmad Baqir Marzuki

Katib II : K.H. Abdul Djalil (Sumatera Tengah)

P.B. Tanfidziyah

Ketua Umum : H. Idham Chalid

Ketua I : K.H. M. Dachlan

Ketua II : H. Zainul Arifin

Ketua III : KH. Achmad Sjaichu

Ketua IV : H. M. Subchan Z.E

Sekretaris-Djendral: Aminuddin Aziz

Wakil Sekjen : H. A. A. Achsien

Anggota Tambahan

Ketua Keuangan : K.H. Mustain

Ketua Dakwah : K.H. Saifuddin Zuhri

Ketua Lapunu : K.H. Musta’in

Ketua Pembelian : H. Zainul Arifin

Pimpinan Organisasi Otonom

5 Fealy.2003. Ijtihad Politik Ulama. Yogyakarta:LKis, hal 383.
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Lembaga Ma’arif : A. Aziz Diyar

Lembaga P.T.I.P : H. M. Subchan Z.E

P.P. Muslimat NU: Ni. Machmudah Mawardi

P.P.G.P. Ansor : M. Jusuf Hasjim

P.P. Sarbumusi : K.H. Masjkur

P.P. Pertanu : K.H. Fattah Jasin

Missi Islam : K.H. Idham Chalid

P.P. Lesbumi : H. Djamaluddin Malik

P.P. Mabarrot : K.H. Munir Abisudjak

P.P. HPMI : H. A. A. Achsien dan Muchari

Fraksi NU di DPR: H.A. Sjaichu
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LAMPIRAN B.6 STRUKTUR PENGURUS PBNU TAHUN 1967-19716

P.B. Syuriyah

Rais Am : K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Wakil Rais Am : K.H. Bisri Syansuri

Rais I : K.H. Anwar Musaddad

Rais II : K.H. Masjkur

Rais III : K.H. Moh. Iljas

Rais IV : K.H. Abdul Fatah Jasin

Rais V : K.H. Baqir Marzuki

Katib I : K.H. A. Zaibidi

Katib II : K.H. Zaini Miftah

Katib III : K.H. Abdul Rozak Ma’mun

Naibul Katib : K.H. Achmad Siddiq

A’wan : K.H. Abdul Djalil Hamid

K.H. Usman Abidin

K.H. Amin Nasir

K.H. Zubeir

K.H. Sjukrie Gozaly

K.H. Husen Affandy Habib Ustman

H. Iskandar S. Kartawinata MA

P.B. Tanfidziyah

Ketua Umum : K.H. Dr. Idham Chalid

Ketua I : H. M. Subchan Z.E

Ketua II : H. Achmad Sjaichu

Ketua III : H. Djamaluddin Malik

Ketua IV : H. imron Rosjadi S.H.

Sekretaris-Djendral: M. Jusuf Hasjim

Wakil Sekjen : H. Mahbub Djunaidy

6 Fealy.2003. Ijtihad Politik Ulama. Yogyakarta:LKis, hal 384.
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Wakil Sekjen : H. Drs. Zulkifli

Wakil Sekjen : H. Achmad Sjahri

Wakil Sejken : H. Zain Badjeber

Wakil Sekjen : Iman Churmen

Pimpinan Dewan Partai

Ketua : K.H. Moh. Dachlan

Wakil Ketua : K.H. Saifuddin Zuhri

Wakil Ketua : H. A. A. Achsien
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LAMPIRAN C

PEMBERIAN GELAR WALIYYUL AMRI BISSYAUKAH KEPADA

PRESIDEN SUKARNO7

Sebenarnya semula saya tidak ada niat untuk turut memberikan

pemandangan di sekitar soal-soal Anggaran Belanja Negara dari masa yang sudah

tiga tahun yang lampau karena soalnya seperti ‘’nasi sudah jadi bubur’’. Akan

tetapi pada akhir-akhir ini setelah saya mendengarkan beberapa pemandangan,

ada pula satu hal yang perlu saya akan turut berikan, pemandangan.

Sebagaimana saudara-saudara yang lain mengetahui, mengenai

pengeluaran uang negara, ada beberapa kejadian yang tidak bijaksana. Begitu

juga anda menemui beberapa hal yang memang berpendapat tidak bijaksana

pengeluarannya. Misalnya pengeluaran untuk membeli kapal ‘’Tasikmalaya’’,

memberi bahan-bahan dan yang tidak mau menyetujuinya, akibatnya semua orang

tidak bijaksana dan kurang hati-hati. Hal demikian saya anggap suatu kejadian

yang sudah terlanjur ‘’nasi sudah menjadi bubur’’. Jadi sangat bagi manusia

untuk memperbaiki kejadian, kekeliruan yang telah terlanjur berbulan-bulan

lamanya atau bertahun-tahun, ialah karena ‘’nasi sudah menjadi bubur’’.

Bahwa semua pemandangan yang diutarakan oleh para saudara di atas

podium ini tidak lain dan tidak bukan hanya mendesak dan memperingatkan

kepada pemerintah yang baru ini, yang buat istilah saya ‘’Pemerintah Ali-Wong-

Zain’’, agar supaya pemerintah yang sekarang berhati-hati jangan sampai

kekeliruan dan kekurangan kebijaksanaan itu terulang lagi. Sekalipun menteri

atau pemerintah sekarang ini, Kabinet Ali-Wongso-Zain, begitu berminat untuk

mengelakkan tindakannya dari pengeluaran yang tidak bijaksana itu, tetapi toh

harus bertanggung jawab atas kekeliruan-kekeliruan dari kabinet-kabinet yang

lampau.

7 Mun’im. 2015. Kaidah Berpolitik dan Bernegara K.H. Abdul Wahab

Chasbullah. Depok: Langgar Swadaya Nusantara, hal 1-9.
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Buat menghemat pengeluaran atau mencegah penghamburan uang negara itu,

hendaknya oleh kabinet yang sekarang ini diperhatikan jangan sampai terulang

lagi merosotnya keuangan negara; seperti di waktu kabinet-kabinet yang lampau

sehingga kabinet yang sekarang yang harus bertanggung jawab, meskipun kabinet

ini tidak ikut menyebabkan merosotnya keuangan itu. Memang demikianlah: tiap-

tiap kabinet harus berani bertanggung jawab. Itu sudah dibayangkan mulai saat

saat dibentuknya kabinet.

Untuk mempercepat pemulihan keamanan perlu pemerintah mengadakan

penerangan-penerangan yang cukup, yang bila diterima oleh warga negara negara

umumnya, lebih-lebih umat Islam, mengenal kedudukan pemerintah sekarang ini.

Sebab kalau dilihat dari sudut agama yang dipeluk oleh mayoritas, ialah agama

Islam. Pemerintah yang sekarang ini pemerintah yang sah dan wajib dilantik.

Kalau penerangan itu sudah meraup niat saya tidak akan terus-menerus ada

kekacauan yang dibikin oleh orang-orang itu. Tetapi apabila rakyat belum mau

mengakui dari sudut agama, bahwa pemerintah kita ini pemerintah yang sah,

meskipun darurat, niat saya akan muncul bermacam-macam Waliyul Amri untuk

sendiri-sendiri.

Karena itu saya sangat setuju dan berpendapat bahwa sangat bijaksanalah

pemerintah kita yang telah berkali-kali mengadakan konferensi Alim-Ulama,

misalnya di Bogor, di Puncak, dan terakhir di Cipanas, yang memang maksudnya

tidak lain hanya untuk merundingkan soal-soal amaliah. Dilihat dari sudut hokum

agama Islam ada perbedaan paham antara satu dengan yang ain, ‘misalnya

mengenai permulaan puasa, kiblatnya orang Suriname dan sebagainya. Ini banyak

dibutuhan buat orang yang memeluk agama itu; lain halnya bagi orang yang tidak

beragama, itu tidak perlu sama sekali dibicarakan oleh alim-ulama atau setengah

alim ulama.

Di antara konferensi-konferensi alim ulama yang pernah diadakan, hanya

yang paling akhir yang saya setujui sebab saudara-saudara dapat melihat dalam

surat-surat kabar, kiai-kiai mana yang mengunjungi konferensi itu ialah kiai-kiai

yang berpengaruh bagi seluruh kalangan, dari Maluku dan sebagainya. Saya

sendiri sebagai khodamnya, pula turut dipanggil bukan atas nama Nahdlatul
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Ulama, bukan atas nama Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), bukan atas nama

apa-apa. Tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri banyak juga yang datang

dari partai-partai.

Yang hadir pada Konferensi itu di antaranya ialah dari Nahdlatul Ulama,

sedangkan dari Masyumi hanya dua orang, dan itupun tidak sampai pada akhir

konferensi, dan terus-menerus menghadiri konferensi itu ialah salah seorang

ulama dari Partai Serikat Islam Indonesia PSII, adalah salah seorang ulama yang

ulung: yang mulia Kiai Akhmad Chatib dari Banten, jagonya partai Serikat Islam

Indonesia yang terkenal umumnya maupun kebenaranya. Beliau turut berbicara

serta turut memutuskan beberapa putusan yang diambil oleh konferensi itu.

Soalnya, pertama tentang wali hakim, yaitu bagi muslimat (wanita Islam),

kalau mau kawin atau tidak mempunyai walimah. Dalam hal itu mestinya kepada

negara lebih dahulu sebagai walinya. Kalau kepala negara itu sedang sibuk, maka

boleh diwakilkan yaitu menteri agama. Kalau Menteri Agama juga sibuk boleh

diwakilkan lagi sehingga tiap-tiap kampong ada wakilnya. Dengan demikian

sahlah pernikahan perempuan itu dengan wali hakim.

Seseorang untuk dapat menentukan sendiri bahwa pernikahan seorang wanita

yang tidak mempunyai wali itu sah, sebagaimana dengan menentukan suatu

pohon misalnya dengan berkata: ini pohon beringin.

Sekarang kembali kepada soal kepala negara. Apakah itu pohon beringin atau

bukan. Apakah itu sah atau tidak? Kalau suatu perkawinan itu tidak sah, maka

semua anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak zina. Sebab

mandatnya hilang, kalau demikian perbuatan itu adalah perbuatan yang boleh

dihentikan, awur-awuran saja, sebab tidak berdasarkan apa-apa saya tahu, lalu

memberi mandate untuk memperbolehkan padahal saya bukan ayahnya, bukan

Kepala Negara. Karena itu maka ditetapkan bahwa yang harus menjadi wali

hakim pada masa ini adalah kepala negara kita.

Di Indonesia Kepala Negara kita adalah seorang kepala negara yang sah

dilihat dari hukum Islam. Akan tetapi penetapan kepala negara sebagai wali

hakim adalah keadaan dalam keadaan darurat sebagaimana halnya dengan

undang-undang darurat kita. Kalau saya misalnya bisa makan dengan bistik atau
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nasi putih, akan tetapi keadaan darurat anda makan jagung. Jagung itu termasuk

dalam bab dlaruri seringkali terjadi kekeliruan paham tentang hal darurat dan

dlaruri. Soal ini bagi saudara-saudara umat Islam yang belum begitu paham

sangat terkejut setelah mendengar putusan ini dan mereka itu banyak menanyakan

ke sana sini.

Tetapi kalau orang yang terkejut itu maka memahami penilaian panitia

ialah dari menteri agung yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 1954 dimuat dalam

surat-surat kabar di antaranya menyerukan tanggal 20 Maret pada halaman 2

kolom 4 maka mereka akan mengerti soalnya. Saya berkeyakinan bahwa kalau

saudara-saudara yang bingung itu membaca hal ini sudah tentu akan hilang semua

kemuskilan dan keragu-raguan serta ikut 100%. Penjelasan itu sudah tidak usah

dibacakan lagi. Oleh karena itu, maka saya anjurkan kepada saudara-saudara yang

masih ragu-ragu dan kurang paham untuk mempelajari dan memahami sedalam-

dalamnya penjelasan itu. Tetapi oleh karena saya anggota Parlemen dan sebagai

salah seorang pengunjung Konferensi Alim-Ulama, maka saya akan memberikan

pandangan, bebas dari dan penjelasan menteri-menteri agama itu. Saya perlu

mengutarakan dan saya perlu mengajukan keterangan yang saya ambil.

Dalam hukum Islam yang pedomannya ialah Qur’an dan Hadist, maka di

dalam kitab-kitab agama Islam ialah Ahlussunnah wal jamaah yang berlaku 12

abad di dunia Islam, yaitu bahwa Imam a’dlom di seluruh dunia Islam itu hanya

satu. Seluruh dunia Islam yaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, Arabia, Irak, mufakat

mengangkat satu Imam. Itulah baru nama imam yang sah, yaitu bukan imam yang

darurat, sedang orang yang dipilih atau diangkat itu harus orang yang memiliki

atau mempunyai pengetahuan Islam yang martabat mujtahid mutlak. Orang yang

sedemikian ini sudah tidak ada sejak dari semenjak 700 tahun sampai sekarang.

Kemudian dalam keterangan bab yang ke-2 terutama ummat dalam dunia Islam

tidak mampu membentuk Imam A’dlom yang sedemikian kualitasnya, maka

wajib atas ummat Islam dulu, masing-masing negara mengangkat imam yang

darurat. Segala imam yang diangkat dalam keadaan darurat adalah imam dlaruri.

Perlu saya terangkan dengan alasan apa kita tidak bisa menetapkan imam kita,
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baik imam yang A’dlom mutlak maupun yang dlaruri, maka di dalam kitab ada

tiga soal.

Baik Imam A’dlom maupun dlaruri seperti Bung Karno misalnya belum

kita anggap sah antara pemegang kekuasaan, negara ialah Waliyul Amri. Saya

yakin bahwa Presiden bersembahyang, perkawinan beliau secara Islam, pun

sumpah beliau secara Islam. Beliau sudah dipilih oleh pemuka-pemuka warga

negara, sekalipun tidak oleh semuanya, akan tetapi itu sudah mutlak. Menurut

hokum Islam beliau adalah kepala negara yang sah, sekalipun tidak mencukupi

syarat-syarat untuk menjadi Waliyul Amri. Tetapi oleh karena tidak cukup syarat-

syaratnya itu maka terpaksa beliau dimasukkan ke dalam bab dlaruri. Kalau

umpamanya orang tidak makan tentu ia akan mati, tetapi kalau ia terpaksa makan

bathang (bangkai) tentu ia akan hidup, maka hal yang sedemikian masuk bab

dlaruri.

Kemudian sebab yang kedua, yaitu apabila kita anggap sebagai wali

negara yang cukup, sah, bilamana ia ditunjuk oleh wali negara yang dahulu, yang

masih tetap menjadi wali negara, dengan ucapan bahwa pengangkatan itu,

misalnya: apabila saya mati, maka saya tunjuk sebagai pengganti saya menjadi

wali negara umpamanya si-A, itu orang yang akan menjadi raja, di dalam bahasa

Arab itu namanya Waliyul Amri, ini misalnya dalam pengangkatan Sayidina

Umar.

Kemudian terhadap negara kita sekarang ini para Alim Ulama

berpendapat, bahwa kepala negara kita, yaitu yang mulia Bung Karno,

kekuasaannya terhadap negara kita itu tidak berada di tangan dia sendiri.

Misalnya, parlemen dan kabinet, itu pokoknya mandatnya dari beliau. Parlemen

dibentuk oleh beliau: demikian pola formatur diangkat dan baru terbentuklah

kabinet. Apalagi kalau mengingat hak decret. Tetapi ulama masih bisa dan mau

mengatakan bahwa Presiden tidak berkuasa sendiri, karena keputusan-keputusan

itu adalah kebijaksanaan, Parlemen dan kabinet tidak bisa hanya datang dari satu,

tidak cukup kepala negara bisa melangsungkan perintahnya dan bisa menghukum

orang-orang yang berbuat sewenang-wenang.
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Dengan keadaan begini negara itu sah, dan wajib taat selama 23 syarat itu

diindahkan. Akan tetapi, sekalipun negara itu sah, tetapi bila pemerintah

memerintahkan orang tidak boleh bersembahyang, maka kita boleh berontak

secara total. Apalagi kalau Presiden, Parlemen dan Pemerintah menetapkan bahwa

tiap-tiap orang boleh minum-minum sebotol bir atau whiski itu kita boleh tolak.

Di dalam keadaan negara kita yang demikian ini, marilah kita berjuang terus,

sedikit demi sedikit, adapun mengenai hasilnya itu. Wallahu’alam.
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LAMPIRAN D. SIDANG KONSTITUANTE 1956-19598

LAMPIRAN D.1 Tata cara Pemilihan Ketua Konstituante

Saudara Ketua, meskipun pembicaraan saya ini pendek, tetapi pribadi saya

terpaksa menyampaikan assalamualaiku warahmatullahi wabarokatuh terhadap

perkataan bismillahirrahmanir rahim dalam bahasa Arab yang telah diucapkan

oleh seorang saudara dalam permulaan pidatonya tadi. Memang saudara Ketua,

kalau sesuatu bahasa asing itu tidak diterjemahkan adalah sangat berat untuk

dimengerti. Jadi suatu bahasa asing itu tidak diterjemahkan. Sebab di Parlemen

kita memang berkali-kali terjadi dikemukakannya pendapat-pendapat yang

didasarkan kepada Undang-Undang Barat dengan bahasa Perancis atau Inggris

yang kesemuanya itu kemudian diterjemahkan. Dan bahasa Arab yang saya ambil

dari Al-Qur’an itupun harus diterjemahkan daripada sesuatu bahasa itu adalah

syarat untuk memudahkan suatu pengertian.

Kedua, mengenai pertanyaan yang dikemukakan tadi yaitu apakah laporan

dari pada Panitia ad hoc ini dapat dianggap sah? Saudara Ketua, kami sebagai

anggota Konstituante memang belum merasa mengesahkan atau memutuskan

sesuatu mengenai laporan Panitia ad hoc ini. Tetapi bagi saya peraturan cara

memilih ketua dan wakil ketua Konstituante itu adalah suatu cara yang demokratis

dalam arti yang sebenar-benarnya. Saya kira kita dapat menyetujui jika sekarang

dipungut suara tentang sah atau tidaknya laporan dari Panitia ad hoc ini.

Ketiga, mengenai hal yang direncanakan oleh panitia ad hoc, sebagaimana

yang tertulis di sini untuk disetujui. Saudara ketua sekalipun saya juga telah

mendengarkan, akan tetapi dalam hal ini memang sudah sepantasnya apabila

kepada para anggota diberi tempo untuk mempelajari nya lebih dahulu. Sebab jika

putuskan dengan secara begini saja, saya kuwatir bahwa kita akan disangka

menerima laporan panitia ini dengan cara membabi buta atau mengekor bebek

saja. Jadi kami sangat setuju apabila nanti malam kita bersidang kembali untuk

menyetujui atau mengajukan amandemen terhadap laporan ad hoc ini. Saya

8 Mun’im. 2015. Kaidah Berpolitik dan Bernegara K.H. Abdul Wahab
Chasbullah. Depok: Langgar Swadaya Nusantara.
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memang dapat menyetujui laporan panitia ini dengan seratus prosen, akan tetapi

saya minta sekali lagi agar diundurkan sampai nanti malam untuk menyetujui isi

dari pada laporan panitia ad hoc ini.

K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Sidang Konstituante ke I, Bandung 13 November 1956.

Jam 11.00 wib.
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LAMPIRAN D.2 SIDANG KOSNTITUANTE 1956-1959

Saudara Ketua, anggota-anggota Konstituante yang terhormat. Assalamualaikum

warahmatullahi wabarokatuh.

Saudara Ketua, lebih dulu saya ingin menerangkan bahwa saya berbicara ini

bukan atas nama Fraksi Nahdlatul Ulama (NU), tetapi atas nama saya sendiri.

Karena Fraksi saya telah memiliki pembicara-pembicara yang resmi mengenai

soal ini.

Mengenai amandemen-amandemen yang diajukan secara lisan itu nanti

akan diajukan tertulis dan akan dibagi-bagikan kepada para anggota supaya dapat

dipelajari dengan sedalam-dalamnya.

Saudara Ketua, mengenai soal-soal yang tadi pagi dibicarakan, terutama mengenai

status panitia ad hoc, sah atau tidak sahnya, saya kira pada malam ini sudah tidak

pada tempatnya lagi kita bicarakan. Karena malam ini sudah diambil pemungutan

suara dan rapat sudah menyetujui untuk malam ini kita adakan pemandangan

umum babak kedua. Jadi janganlah sekarang ini kita kembali kepada soal status,

sah atau tidaknya panitia itu, tidak perlu kita bicarakan pula soal tambahan 6

orang anggota panitia itu menjadi 23 orang, kecuali kalau kita bubarkan rapat ini

dan membentuk panitia yang baru.

Saudara Ketua, tentang materi itu memang sudah disajikan kepada Majelis

kita ini, dimana partai besar maupun partai kecil atau perseorangan masing-

masing mempunyai hak untuk memajukan usul amandemen atau hak menolak.

Dengan demikian teranglah bahwa konstitusi kita ini kelak akan merupakan suatu

konstitusi yang benar-benar demokratis. Dan apa yang dikatakan syantese itu tadi

bagi saya kurang dapat dimengerti, sebab, baik semua orang dari Fraksi Murba

Pembela Proklamasi (Murba) itu mempunyai hak penuh untuk mengajukan apa

yang dikehendakinya. Andaikata diadakan tambahan anggota kepada panitia,

maka yang akan diajukan itupun tidak ada bedanya. Oleh karena itu, saya tidak

bisa mengikuti bahwa sistem yang telah tercantum dalam rancangan peraturan

yang disusun oleh panitia itu mengandung satu antithese, saudara Pudjobuntoro
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tadi mengemukakan  soal-soal kwantitet dan kwalitet. Hal itupun tidak bis saya

pahami.

Dasar konstitusi kita ini adalah kuantitet dan kwalitet. Jadi teranglah

bahwa Konstitusi yang akan kita bentuk sekarang ini betul-betul menuju kepada

demokrasi rangkulan, tetapi bukan pada demokrasi sikut-sikutan. Tujuan

konstitusi kita sekarang adalah didasarkan pada kwalitet yang nanti akan

dilaksanakan dengan melalui suara terbanyak. Dan suara yang tidak berhasil, atau

tidak mencapai cita-citanya harus dapat mengorbankan perasaan. Jika tidak hal itu

akan merugikan isi Konstitusi yang dibentuk secara parlementer ini.

Saudara Ketua yang terhormat, oleh karena beberapa alasan antaranya pertama

karena para Anggota Konstituante dalam memenuhi panggilan yang pertama ini

banyak yang datang kemari dengan tidak membayangkan akan begitu lama

tinggal di sini.

Kedua, karena kami dari Fraksi Nahdlatul Ulama akan mengadakan Congres pada

bulan yang akan datang.

Ketiga, karena beberapa orang telah menganggap cukup setelah kita mengangkat

Ketua dan Wakil-wakil ketua Konstituante dan kemudian melangsungkan rapat-

rapat besar dalam rangka menyusun panitia-panitia. Dari itu mereka mohon

diadakan pemberhentian rapat, tetapi bukann reses karena kita tahu bahwa kita

belum berhak untuk mengadakan reses; ditutup dan diadakan nanti kira-kira satu

atau satu setengah bulan lagi dengan panggilan baru, lebih-lebih lagi tadi saya

mendengar adanya anggapan bahwa kita memakai uang rakyat atau uang negara.

Walaupun menurut anggapan saya, kita ini sebagai wakil-wakil rakyat sudah

biasanya atau senantiasanya memakai uang rakyat.

K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Rapat ke-14 Sidang Konstituante Bandung 28 November 1956
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LAMPIRAN D.3

PERLUNYA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua yang terhormat dan para saudara yang saya muliakan,

karena tadi saudara Ketua mengatakan, bahwa sambil menunggu besluit

pengangkatan Ketua, sidang disuruh  memikirkan sesuatu, maka muncullah suatu

pikiran pada saya yang akan saya kemukakan sekarang.

Saudara Ketua, usul dari pembicara yang pertama tadi saya setujui, sangat setuju,

karena nama dari panitia ini bukan lagi panitia ad hoc yang kita ambil dari

bahasa-bahasa asing yang ditinggalkan Belanda. Jadi kalau panitia ad hoc diganti

dengan panitia kerja saya sangat setuju.

Di samping itu kita sedikit demi sedikit akan mengganti akan mengganti

bahasa-bahasa dan istilah-istilah peninggalan Belandaa, sehingga kemarin waktu

saya mengatakan kwantitet diminta oleh salah seorang anggota supaya

menggaantinya dengan kwantitas.

Tetapi selain dari pada soal nama terdapat pula perbedaan antara isi atau

intisari daripada saudara pembicara tadi dengan pendapat saya, yaitu perlu

diadakan tambahan,apabila rancangan yang akan dibahas Panitia Kerja itu belum

memberikan atau membayangkan adanya harapan yang baik bagi segenap aliran.

Saudara Ketua, Panitia Negara telah membuat suatu Rancangan Peraturan

Tata Tertib, akan tetapi Panitia Pekerja yang akan dibentuk ini seolah-olah telah

mempunyai tuntutan yang konkrit. Dalam hal ini sudah tentu ada amandemen-

amandemen, tetapi saya rasa haal itu ditambahkan kepada rancangan peraturan

tata tertib panitia negara itu.

Lebih baik lagi apabila rancangan Peraturan Tata Tertib dari pada Panitia

Negara ini dapat diterima dengan aklamasi, saya rasa untuk tambahan-tambahan

itu tidak perlu lagi diadakan rapat pleno.

K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Bandung 1956.
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LAMPIRAN D.4

TATA TERTIB SIDANG KONSTITUANTE

Saudara Ketua dan Saudara-saudara yang saya hormati, setelah saya menelaah

keadaan isi pasal-pasal dari Peraturan Tata Tertib sebagai tercantum dalam Pasal

87 dan digabungkan dengan pasal tersebut yang telah diuraikan oleh saudara Ir.

Sukirman, ialah pasal 33 dan pasal 36 peraturan tata tertib, maka saya bisa

memahami betul-betul prosedur yang telah dijalankan oleh panitia musyawarah

sampai menerbitkan atau menelorkan usul yang dikemukakan oleh pimpinan

Konstituante tidak bersyarat 5 orang harus setuju, tetapi cukup 4 yang satu

barangkali tidak datang, tetapi tidak membatalkan nama pimpinan itu. Itu betul.

Oleh karena itu, bagi kami yang telah memahaminya, jika telah diombang-

ambingkan oleh paham seorang atau sebagian minoritet yang tidak puas,

walaupun begitu kami tidak bisa akan terbawa.

K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Sidang Konstituante ke-2

Bandung 8 September 1958
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LAMPIRAN D.5

PRINSIP DASAR KONSTITUANTE

Saudara Ketua yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh.

Sebelum saya menguraikan apa yang terkandung dalam hati sanubari kami

atau saya sendiri, maka terlebih dulu saya menyatakan bahwa saya berdiri di sini

adalah sebagai seorang anggota Konstituante, tidak atas nama Fraksi. Oleh karena

itu, maka saya di sini saya ingin menerangkan bahwa tentang semua yang saya

ucapkan ini adalah keyakinan saya sendiri.

Saudara ketua yang terhormat, setelah saya melihat, mendengar dan

menyaring semua perundingan, baik di dalam fraksi-fraksi maupun dalam pleno,

lebih jelas lagi setelah saya mendengar keputusan usul amandemen Nahdlatul

Ulama (NU) yang semula dan kemudian di dukung oleh semua fraksi Islam, tidak

membawa kerugian yang lain, yaitu di dalam pasal I. Ketuhanan Yang Maha Esa

hanya ditambah ‘’dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-

pemeluknya’’.

Jadi terlepas dari Irian Barat, baik 100% Kristen, Buddha boleh saja.

Hanya ‘’pemeluk-pemeluknya’’ dan kalimat yang  hanya terdiri dari 6 kata itu

ditaruh pada dua tempat. Diterimanya ini demi persatuan seluruh warga negara.

Tadi dikatakan oleh salah seorang anggota di sini bahwa demi kesatuan negara,

maka ini ditolak. Saya kira 80% umat Islam berkeyakinan, walaupun di sini nanti

berkurang, bahwa kalimat yang sederhana, yang kita hargai ini tidak merubah

seluruh Undang-Undang Dasar 1945. Ini tidak merubah, hanya menyempurnakan

dengan yang lajim terkandung dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan

diterimanya ucapan ini akan membawa persatuan yang tidak sedikit. Saya rasa

dengan ini, dibawalah persatuan yang begitu besar, kalau ditinggalkan persatuan

itu akan pecah.

Yang sangat besar ini harus diperhatikan saudara Ketua, terus terang saya

yakin di sebelah kiri saya, dengan ditolaknya ini, tidak usah berbicara tentang
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diterimanya, karena nanti tidak akans etuju. Sebab ini menggandeng syarat

mutlak, itu jadi serangkai, tidak dapat dipisah.

Kalau diterima ini, kembali 100% Muslimin akan menyetujui Undang-Undang

Dasar 1945. Menolak ini, 100% Umat Muslimin tidak akan menerimanya.

Tentang jadi atau tidak, itu keyakinan saya. Kemudian terserah pada Konstituante,

junta militer kita sedia, Dekrit Presiden kita juga sedia.

Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.

K.H. Abdul Wahab Chasbullah

Pidato disampaikan di Sidang Pleno ke-24,

Konstituante, Bandung 29 Mei 1959.
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Lampiran E. Pidato K.H. Abdul Wahab Chasbullah pada Sidang

Pembukaan Muktamar NU ke-XXII di Jakarta9

9 PBNU. 1959. Buku Kenang-Kenangan Muktamar NU ke-22 di Jakarta. Hal

26-32.
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Lampiran F. Dokumen Perundingan NU dan Masyumi10

10 PBNU. 1952. Perundingan NU dan Masyumi. Jakarta: PBPNU
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